Menimbang :

Mengingat

Menetapkan :

Lo

advokat-rgsmitra.com Page 1 of 6

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 448/KMK.017/2000
TENTANG
PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

a. bahwa dalam rangka pemulihan perekonomian nasional, perlu diciptakan iklim usaha
yang kondusif dengan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, termasuk di
bidang Perusahaan Pembiayaan;

b. bahwa berhubung dengan itu dipandang perlu untuk meninjau kembali Keputusan
Menteri Keuangan yang mengatur tentang Perusahaan Pembiayaan dengan
Keputusan Menteri Keuangan;

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3502);

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3587 Tahun 1995);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan
Pengambilalihan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
40 Tahun 1998, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3741 tahun
1998);

4. Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 1988);

5. Keputusan Presiden Nomor 234/M Tahun 2000;
MEMUTUSKAN :
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUSAHAAN PEMBIAYAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Keputusan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan :
a. Menteri adalah Menteri Keuangan;

b. Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha di luar Bank dan Lembaga Keuangan
Bukan Bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam
bidang usaha Lembaga Pembiayaan;

c. Sewa Guna Usaha (Leasing) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan
barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (Finance Lease) maupun
sewa guna usaha tanpa hak opsi (Operating Lease) untuk digunakan oleh Penyewa
Guna Usaha (Lessee) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara
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berkala;

. Penyewa Guna Usaha (Lessee) adalah perusahaan atau perorangan yang
menggunakan barang modal dengan pembiayaan dari Perusahaan Pembiayaan
(Lessor);

. Anjak Piutang (Factoring) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian
dan/atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu
perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri;

Penjual Piutang (Client) adalah perusahaan yang menjual dan/atau mengalihkan
piutang atau tagihannya yang timbul dari transaksi perdagangan kepada Perusahaan
Pembiayaan;

. Pembiayaan Konsumen (Consumer Finance) adalah kegiatan pembiayaan untuk
pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran
angsuran atau berkala oleh konsumen;

. Usaha Kartu Kredit (Credit Card) adalah usaha dalam kegiatan pemberian
pembiayaan untuk pembelian barang atau jasa dengan menggunakan kartu kredit;

Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syari‘ah adalah pembiayaan berdasarkan
persetujuan atau kesepakatan antara Perusahaan Pembiayaan dengan pihak lain yang
mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan pembiayaan tersebut dalam
jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil;

Prinsip Syari'ah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara Perusahaan
Pembiayaan dengan pihak lain untuk melakukan pembiayaan sesuai dengan Syari'ah;

. 1zin Usaha adalah izin untuk melakukan kegiatan usaha di bidang pembiayaan yang
ditetapkan oleh Menteri;

Akuisisi adalah pengambilalihan baik seluruh maupun sebagian besar saham
Perusahaan Pembiayaan yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian
terhadap Perusahaan Pembiayaan;

. Konsolidasi adalah penggabungan dari 2 (dua) Perusahaan Pembiayaan atau lebih,
dengan cara mendirikan Perusahaan Pembiayaan baru dan membubarkan
Perusahaan-perusahaan Pembiayaan tersebut dengan atau tanpa likuidasi;

. Merger adalah penggabungan dari 2 (dua) Perusahaan Pembiayaan atau lebih dengan
cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu Perusahaan Pembiayaan dan
membubarkan Perusahaan Pembiayaan lainnya dengan atau tanpa likuidasi;

. Kantor Cabang adalah unit usaha dari suatu Perusahaan Pembiayaan yang
diperkenankan menjalankan semua jenis usaha Perusahaan Pembiayaan dan
menyelenggarakan tata usaha/pembukuan sendiri, tetapi dalam mengatur usahanya
tundik pada segala ketentuan yang berlaku bagi kantor pusat Perusahaan Pembiayaan
yang bersangkutan;

. Surat Sanggup Bayar (Promissory Note) adalah surat pernyataan kesanggupan tanpa
syarat untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pihak yang tercantum dalam
surat tersebut atau kepada penggantinya.

BAB Il
KEGIATAN USAHA

Pasal 2

Perusahaan Pembiayaan melakukan kegiatan usaha :
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Sewa Guna Usaha;
Anjak Piutang;

Usaha Kartu Kredit;
Pembiayaan Konsumen.

2o oo

Pasal 3

(1) Kegiatan Sewa Guna Usaha dilakukan dalam bentuk pengadaan barang modal bagi
Penyewa Guna Usaha, baik dengan maupun tanpa hak opsi untuk membeli barang
teresbut.

(2) Dalam kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pengadaan barang modal
dapat juga dilakukan dengan cara membeli barang Penyewa Guna Usaha yang
kemudian disewagunausahakan kembali.

(3) Sepanjang perjanjian Sewa Guna masih berlaku, hak milik atas barang modal obyek
transaksi Sewa Guna Usaha berada pada Perusahaan Pembiayaan.

Pasal 4

Kegiatan Anjak Piutang dilakukan dalam bentuk :

a. pembelian atau pengalihan piutang/tagihan jangka pendek dari transaksi perdagangan
dalam atau luar negeri; dan

b. penatausahaan dan penagihan piutang perusahaan Penjual Piutang.
Pasal 5

Kegiatan Pembiayaan Konsumen dilakukan dalam bentuk penyediaan dana bagi
konsumen untuk pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau
berkala oleh konsumen.

Pasal 6

Kegiatan Usaha Kartu Kredit dilakukan dalam bentuk penerbitan kartu kredit yang dapat
dimanfaatkan oleh pemegangnya untuk pembayaran pengadaan barang atau jasa.

Pasal 7

(1) Dalam menjalankan kegatan usahanya, Perusahaan Pembiayaan dapat melakukan
pembiayaan berdasarkan Prinsip Syari‘ah.

(2) Ketentuan tentang kegiatan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syari‘ah diatur dalam
Keputusan Menteri tersendiri.

BAB Il
TATA CARA PENDIRIAN
Bagian Pertama
Izin Usaha

Pasal 8
(1) a. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia;
b. badan usaha asing dan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia
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(usaha patungan).

(2) Perusahaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berbentuk hukum
Perseroan Terbatas atau Koperasi.

Pasal 9

(1) Setiap pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
wajib terlebih dahulu memperoleh Izin Usaha sebagai Perusahaan Pembiayaan dari
Menteri.

(2) Perusahaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib secara jelas
mencantumkan dalam anggaran dasarnya kegiatan pembiayaan yang dilakukannya.

Pasal 10

Permohonan untuk mendapatkan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat
(1) diajukan kepada Menteri sesuai dengan format dalam Lampiran | dan wajib dilampiri
dengan :

a. akta pendirian badan hukum termasuk anggaran dasar yang telah disahkan oleh
instansi berwenang, yang sekurang-kurangnya memuat :

1. nama dan tempat kedudukan;

2. kegiatan usaha sebagai Perusahaan Pembiayaan;
3. permodalan;

4. kepemilikan;

5. wewenang, tanggung jawab, masa jabatan direksi dan dewan komisaris atau
pengurus dan pengawas;

b. data direksi dan dewan komisaris atau pengurus dan pengawas meliputi :

1. fotokopi tanda pengenal yang dapat berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau
paspor;

2. daftar riwayat hidup;

3. surat pernyataan :
a) tidak tercatat sebagai debitur kredit macet di sektor perbankan;
b) tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang perbankan;
c) tidak pernah dihukum karena tindak pidana kejahatan;

d) tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang mengakibatkan
suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan
yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

4. bukti pengalaman operasional di bidang Perusahaan Pembiayaan atau perbankan
sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun bagi salah satu direksi atau pengurus;

5. fotokopi Kartu Izin Menetap Sementara (KIMS) dan fotokopi surat izin bekerja
dari instansi berwenang bagi warga negara asing :

a) untuk direksi atau pengurus; dan

b) untuk anggota dewan komisaris atau pengawas yang bermaksud menetap di
Indonesia;

c. data pemegang saham atau anggota meliputi :

1. dalam hal perorangan wajib dilampiri dengan dokumen sebagaimana dimaksud
dalam huruf b angka 1, 2, dan angka 3 serta surat pernyataan bahwa setoran modal
tidak berasal dari pinjaman;

2. dalam hal badan hukum wajib dilampiri dengan :
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a) akta pendirian badan hukum, termasuk anggaran dasar berikut perubahan-
perubahan yang telah mendapat pengesahan dari instansi berwenang termasuk
bagi badan usaha asing sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara asal;

b) laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik dan laporan keuangan
terakhir;

c) dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 1,2, dan angka 3 bagi
pemegang saham dan direksi atau pengurus;

d) fotokopi Kartu Penduduk pemegang saham perorangan;
d. sistem dan prosedur Kkerja, struktur organisasi, dan personalia;

e. bukti pelunasan modal disetor minimum dalam bentuk deposito berjangka pada salah
satu bank umum di Indonesia dan dilegalisasi oleh bank penerima setoran;

f. rencana kerja untuk 2 (dua) tahun pertama yang sekurang-kurangnya memuat :

1. rencana pembiayaan dan langkah-langkah yang dilakukan untuk mewujudkan
rencana dimaksud;

2. rencana kebutuhan pegawai;

3. proyeksi arus kas bulanan selama 2 (dua) tahun dimulai sejak Perusahaan
Pembiayaan melakukan kegiatan operasional serta proyeksi neraca dan
perhitungan laba rugi;

g. bukti kesiapan opersional antara lain berupa :
1. daftar aktiva tetap dan inventaris;
2. bukti kepemilikan, penguasaan atau perjanjian sewa-menyewa gedung kantor;
3. contoh perjanjian pembiayaan yang akan digunakan;
4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP);

h. perjanjian usaha patungan antara pihak asing dan pihak Indonesia bagi perusahaan
patungan.

Pasal 11
(1) Persetujuan atau penolakan atas permohonan Izin Usaha diberikan selambat-
lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah dokumen permohonan diterima secara
lengkap.
(2) Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku sejak tanggal ditetapkan
dan berlaku selama perusahaan masih menjalankan usahanya.
Pasal 12
(1) Perusahaan Pembiayaan yang telah memperoleh Izin Usaha wajib melakukan

kegiatan usaha selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 1zin
Usaha ditetapkan.

(2) Laporan pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib
disampaikan kepada Menteri selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak tanggal
dimulainya kegiatan usaha sesuai dengan format dalam Lampiran II.

(3) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Perusahaan
Pembiayaan tidak melakukan kegiatan usaha, Menteri mencabut Izin Usaha
Perusahaan Pembiayaan yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Modal
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Pasal 13

Modal disetor atau simpanan pokok dan simpanan wajib Perusahaan Pembiayaan
ditetapkan sebagai berikut :

a. perusahaan swasta nasional sekurang-kurangnya sebesar Rp.10.000.000.000,00
(sepuluh miliar rupiah);
b. perusahaan patungan sekurang-kurangnya sebesar Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh
lima miliar rupiah);
c. koperasi sekurang-kurangnya sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
BAB IV

KEPEMILIKAN DAN KEPENGURUSAN
Pasal 14

Kepemilikan saham oleh badan usaha asing ditetapkan setinggi-tingginya sebesar 85%
(delapan puluh lima perseratus) dari modal disetor.

Pasal 15

(1) Bagi pemegang saham yang berbentuk hukum, jumlah penyertaan modal pada
Perusahaan pembiayaan ditetapkan setinggi-tingginya sebesar modal sendiri
dikurangi dengan penyertaan yang telah dilakukan.

(2) Modal sendiri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk yang berbentuk hukum
Perseroan Terbatas merupakan penjumlahan dari modal disetor, agio saham,
cadangan dan saldo laba, dikurangi penyertaan.

(3) Modal sendiri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk yang berbentuk hukum
Koperasi merupakan penjumlahan dari simpanan pokok, simpanan wajib, hibah,
modal penyertaan, dana cadangan, dan sisa hasil usaha, dikurangi penyertaan.
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Pasal 16

Pemegang saham, dircksi, dan dewan komisiris atau pongurns dan

pengawas  Perusshaan  Pembiayean  sckurang-kurangnya  wajib

memcnuhi persyaratan:

& Ndak tercatat schagai dobitur kredit maces i selilor porbonlion;

b, tidak pernaly melikukan tindukan wereela di bidang pechankin;

¢, tlidak pemah dihukum karena lindak padana kejahutan;

d. scloran medal pemenang sahum tidab berasal dan pinjaman;

c. salih satu dircksi alan pengurus hams berpengalaman operasional
di bidang Peruszhaan Pembiayaen slan perbankan sekurang.
kuramgnya 2 (dui) tahun; dan

tidak permah dinyatakan pailit atae dinyatakan bersalah yang
mengakibutkan  sualy  perseroan/perusshaan  dinyalakan  pailit
berdasarkan  koputugan pengadilan yang mempunyai Rekuatan
Tukum telap.

Dalam hal pemegang sshany Perusahaan Pembiayasn berbeniuk
hukum Perseroan Terbatas, ketentuan schagaimuna dimaksud dalam
ayal {1} keeuali hurul e berlaku bagi pemizgang sabam dan digchsi
Persercan Terbatas tersebul.

Dalagn hal pemegang saham  Perusabuen  Pembiayuan  berbentuk
hukum Koperasi, ketentuan schagaimana dimaksud dalam ayal (1
kecuali huref e berlaku bagi pengures Koperast eesebul,

Pasal 17
Setiap perubahan angearan dasar, pemegang sahom, dircksi, dan
dewan komisaris atau pengures dan pengawas wapib  dilapockan

kepade Menteri sclambat-lambatnya 15 (lima belag) han setelah
perubphan dilaksanikan,

(2} Luporan..,.......
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Laporan sebagaimans dimaksud dalam ayal (1) wajib dilampiri

dengan:

. nolulen rapal umum pemegang saham 2tau rapal angeola;

b dokumen schagaimazy dintaksod dalamy Pasal 10 houf b dandntan
il e

e, pervbahan aoggacan dasur yang welah disshken atw ditaporkan
kepada  tnetanst  beewenang dan didaflarksn  dalam Dallae
Ferusahaan.

BEARY
MERGER, FONSOLIDASI, DAN AKLIZIS]

Fosal 18

Mermer dan Akuisizsi wajib dilaporkan kepada Mentesi sclamlbult-
lmietnya L3 |,|||'|'|-.’I lrelns) harl seelih porper dan Akuizisl Ak ukii.
anter pusat dan Kanter Cabang dard Perusahagn Pembisyaan yong
menggabunekan dici dapal diverlakukan scbogal Kantar Cabang
Pemusahaan Pembiayaan hasil Merger.

Laporan sebapaimany Jimaksud dalam ayal (1) owajib  dilampin

tlenann:

i nelulan rapal uram peimeging saham atau rapal angaoia;

b. porubshan anggaran dasae yang elah disabkan atae dilapeckan
kepada  inslansi becwenang  dan didafarkan  daliaom Daltar
Perusahaan;

c. akla jual belataw akta Mecesr,

d. dala pemesang saham, direksi, dan dewan komizaris atan anggala,
pengurus, don pengawis;

2. stlus kamior Peresabuan Pembiaeacn yang menggabungkan div,

Beidasarkan laporan sebapaimana dimaksud dalam ayat (2} din aya

(3], Monteri:

a. mencabut lzin Usala yang telah ditetapkan dan menelapkan status
kanter pusat dan Kanlor Cabang dird Perusaliaan Pembiieasn yang
mengeabungkan divi, alau

b. mencatat perubahian pemcgang saham.

Merger dan Akuisisi dilakuken sesuai dengan peraturan porondang-

undanpas yang berlaku,

Fusal 19

fonsclidasi Forusahaan Pembippamn bunya dapat diliakekan selekil
mendopat izin Menteri

(2} Permchonam.,,..,
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Pormohonan  untuk  memperoleh  izin Konsolidasi  sebasaimana
dimaksud  dalam ayat (1) digjukan ofeh diccksi masing-masing
Perusabzan Pombioyaan  yvang akasn melakukan Konsolidasi secara
hersama-sema kepada Menteri selambat-lambatnya 14 (empat belos)
hari setelah rapal umum pemegang sahim.

Permobionan fzin Konsolidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (27
diajukon scsuai dengan formal dalam Lampiran 180 dan wajily dilampir
dengzan:

@, notilen rapat wimim pencgang siha:

b rancangan Konsolidasi;

. rancangan perubahan anggaran dasar Perusaizan Pembiiyzan Tasil
Foonsolidasi;

d. bukti pelaporan kepada Badan Pengawas  Fasar . Modal  dan

pengumuinan kepada investor, bagt Perusabaan Pembiayaan vang
Lerdaar di pasar modal;
hatketi prenpintuman mengenat ringhkasan rancangin Konsolidasit
status  kantor  puasat dan Rantor Cabang  dari Perusahpan
Pembiayaan yang melehurkan din.
lzin sebagaimans dimaksud dalom ayat {1) berlaku schagai Lrin Lisaha
bagi Perusahaan Pembiayaan hasil Konsolidasi.
Konzolidasi dilakukan scauni dengan peraturan perunding-undangin
yang hertakn,
Perasahaan Pembiaysan basil Honsolidasi wajib  menyampaikan
laporan pelaksanaan Fonsolidasi kepada Menten selambat-lambatnya
15 (lima belas) hari sejak pendaltaran akle Konsolidasi dalam Dallar
Perusahaan dengun melampirkan:
a. unggaran dasar Perusabaan Pembisyaan hosil Konselidasi yang
telah memperaleh pengesaban dari instansi berwenang,
b, Tunda Diliar Perusaham (TDR).

BAR VI
KANTOR CABANG

Pusal 20

Pembuksan Kantor Cabang Perusahaan Pembiayaan hanya dapat

dilakukan dengan izin Menleri.

Untuk dapal membuka Kantor Cabang, Perusahaan Pembiayaen hares

memenuhi pecsyiralan:

5. rencana pembukaan Kantor Cabang sebagaimana Jimaksud dalam
ayal (1) wajib dicaptwmkan dalam rencana kerja Perusahaan

Pombiayism. ...
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MENTERI KELUANGAN
ACPUBLIE IMDOMESIA

Pembiayaan yung telah disthkan capat umum pemegang sahum
alau rapitl anggoli,
L. Perusahaan Pembiayaan mempereleh loba berdasarkan:
I lipeoran kevangan terakbic yang telah diaudit; dan
2. laporan kouangan bulenan terakhir,

Permohonan wntuk mendapatian izin sebapoimana dimaksad dalam
ayal (1) digjukan kepada Moenicn sesuai dengan [ormot  dalam
Lampiran [V dan wajib diliompirt denpan:

i mnciun kualitas aktiva produbtil don  mincian kowajiban | (saly)
bulan sebelum tanggal sueal permohonan sesuai dengan lommal
dalam Lampican V'

B bkl kssiapon operasional,

oo tencana kerja Kamtor Cabang schurang-hurangnya selama 82 (dun
belas) bulam menmas;

L repcanz kegialan yang mencakup  svanber ' pendasian  dan
penitbiayaan serlp Tanekah-Tangkah vang okan dilabuban dalum
mewujudkan renzane dimaksud;

. sistem dan prosedur kenja, struktur organisasi, dun persnnadig

i Tk

o prayeksi arus kas buliman ying dimulai sgjak Kantor Cabang
melakukin kegtatan operasional serta proveksi neraca dan
perhitwnen ba rupt;

d. reneima kesji tahnan Persabang Pembiayissn,

Porseivjuast atan penolakan atas permohonin sebagaimane dimakaud

il wyil (3] diberikan selambatl-lambatnyn 30 {Giga pulih) Do

setclal dekumen permehonas ditenima secara lenpkap.

Pasal 21

Kamor Cabang sebagaimana  dimeksud  dalam Pasul 200 wajih
melabukan Begiatan usiha sclambat-lambatnya 60 (emarn paduh) b
sejak izin ditelapkian.

Laporan pelaksanaan kegiatan usaha Kantor Cabang schagamuni
dimaksud dalam ayat 1) wajil dizampeikan kepade Mentes selanbin-
lambatmya FO (sepulub hari setelal pelaksanaan Kegiatan usiha sesuai
dengan Format dalum Lampiran VL

Apabila dalam jangha wakin sebagamani dimaksud dalom agan (1)
Fantor Cabang tidak melakokan kegialan vsala, Memter mencabut
iz pombukaan Kantor Cabang yang el divetispkan

i | YL A
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MEMTERI KEUAMGAN
HEFUDLIK 15 DOMESIA
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Pasal 22

Penutupan Kantor Cabung  Perusabann  Pembiayaan hanya dagal
dilakukan dengan izin Menleri

Permaohorian penetupan kanlor sebagaimana dinaksed dalom ayat (1)
dinjukan kepada Menteri sebelum pelaksansan penutupan kantor,
scsual dengan formal dalam Lampiras VIL

Laporan pelaksantan penulupan Kantor Cabang waiib disampaikin
kepada Menteri selambat-Tambatnya 10 {sepuluh) hir sclelah tanggal
penulupart,

BAB VL
PIMIARM AN DIARN PENY ERTAAN

Bagtan Puertnmna
Finjaman

Pasal 23

Perusahaan Pembiayaan dopual menerima pinjaman baik dari dalum
maupun TuEr nogeri.

Jumlah pinjaman bagi sclizp Perusahaan  Pambiayian ditetapkan
setingei-tingginya sebesar 15 (lima belas) kali jumlah modael sendii
(networth) Perusalsan Pembiayaon selelah diburangi penyorlaan,

Dari jumlalh pinjaman sehagaimana dimaksod dalam ayat (2), Julish
pinjuman lear negeri ditetapkan selinggi-tingginya schesar 3 {Jama)
kati jumlal medal sendiri (netwertl) Perusabaan Pembiayan sclelib
dikurangi penyenan.

Modal sendicl {netwarth) sebagaimana dimaksud dalam ayat (23 dan
ayal (3] bagi Perusabaan Pembiayaan ying berbentuk hukum:

4. Perseromn Terbatas terdin dari modal disetor ditumbaby dengan liba
ditahan, lsba tahun berjalan, cadangan umune yang  belum
digunakan, agio saham, dan pinjuman subordinast ying diliteng
herdasarkan laparan keuangan posisi ulan tekhing

b, Koperasi terdiri dasi simpanan pokok, simpanan wajib, hibaly
modal penyertaan, dana cadangan, dana sisa hasil ussha, dikurmgi
penyeraan dan kerugian yang dibitung  beedasarkun Tagsarae
keuangan posisi bulan lerakhir,

Pinjaman  subordinasi - schagaimana dinwkan]  dslam aya (4]

merupakan pinjuman yang diterim Perusabaan Pembipyaas dengan

ayaral
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MENTERI KEUAMNGAN
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i minimum bejangka waktu § {lima} talun;
h. dulam hal teqfadi likuidasi, hak togih berluku paling akhir dari
sepnla mmjamas yang ada;

2

dituangkan  dalam perjanjizn  lerulis  antern  Peruzahonn
Fembiayaon denpan pembert pingaman,

Pinjuman subordinasi yang dapat diperhitungkan sebagai komponen
modal  sendin sebanyak-banyaknya  schesar  50%  (lima puluh
perscranes) dari medal diseior.

Scliap  pimjaman subordinasi yang  diterima eleh  Perusalioan
Pembriapaan wajib diluporkan kepada Mentert selumbat-lambatayva 10
raepuluh) hari setelah pinjaman diterima seauai desgan Tomal dalam
Lempiran W1IL

Pasal 24

Pembatasan sebagarmana divaksud dulam Pasal 23 weat {61 tidak
Berlaku bagi Perusahaan Pembiayuan yang melakukan resirekiorigasi
hutane usaha melalo: Prukarsa Jakwra

imok depal mclaknkan restrakioeisasi hulang usaha  selmwmnmang

dimaksud daluom ayal {1), Peruszhaan Foembiayian wajily mambun

rencana kega yang sckurang-kurangnyn memoniehi syagat:

a. kemampuan mendatsnekan kewntungan pada masa akan datiomg;

b, kemampuan unluk membayar huling, scsuai syar yang s
dipenithi didam pola restrukturisast yany welah disepakati;

o, mamyjemen  likuiditas,  vang  mencerminkan keomumpuan
Perusahaan Pombiayaan  ssenchasilkan kos  untek  memenub
kewajiban jangka pendak yang [atuh tompe,

d. solvensy,

Kelentuen schagnimana dimaksud dalam ayat (1) berluku selima 3

(liga) lahun sejak Keputesan ind ditetapban.

Bagi Merusahaan Pembiaynwn yang  borbenluk  Ferseroon Terbuba

berlaku ketentuan i bidang pasar maodal,

Restuklurisasi Bulang uzaha sebagaimana dimaeksud dalom ayal (1)

dan awar (23 wapil dilaporsan kepada BMentert selambat-limbany 10

iscpeful) hart sejab perjanjian restruklusizasi dilandistangani dengan

melampirkan peganjinn restrokiurisas.

Pasal 25

Dalmm hal Pecusihaan Pembiayazn yang melabokan restruklurisasi hotang
usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) mempunyai chutlas

neosif., ...
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i

negatif, pemegang saham wijib menambal scdal schurany-kurignya
sebesar medal ciselor mininunmn.

(1

123

31

{1

(2]

(L

Hagian KEcdua
Fenycrliin

Fasal 20

Perusahaan Pembinyasn hanya dupal melakukan penyertaon modal
padit peruzahaan di seklor kewsngin,

Penyerlsin modal pada setinp perasahaan tduk boleh mclehili 25%
{dua pululy fima perseralus) dari modal disglor perusabuaan yang
bersungkutan,

Jumlal seluruly penyertian modal Perusaliun Pembiayaon tidak bolch
meichihi 40%% (empal pululi perseratus) dan jumlah modal seadin
Perusshaan Pembiayaan vang bersangkaten sebagaimana dimaksud
dalam Pasal T3 ayat (2) dan ayal (2],

BAE VI
PEMBATASAN

Pasal 27

Femesatuin Pemhinysan dilscang;

a. menank dana secara lamgsung duri masyarakal dalane benluk gire,
deposiio, labuangan danfatan beotek Dioeya yane diporsumakon
dengan it

b menetbitkan Surat Sanggup Bayae {Promissory MNotc), keguali
gebitgal  jaminam atas  hotang  kepada bunk  wang  menjadi
kreditumeya;

e memberikan jaminan dalam segale bentokova Bepado pihak tsin,

Suril Sungpup Bayar (Promissory Mote) schagaimana dimiksud dalam

ayad (E) hurul b, tidak dapat dialibkan dan wajil dicantumkan kata-

kata ‘tidak dapat dialinkan (nen nepoliable)”.

BaB IX
PERUBATAN MAMA
Pasal 28
Perubaban nama Perusahaan Pembivyvaim wajile dilaporkan Kepods

it £ 111 F
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benten selambat-lambainya 15 (lma bolas) hari selelah perababinn
niima dilaksinakan sezoat denpan formal dalam Lampiran 13

Laporan  sebagmimann  dimiksud  dalam ayal (1) weail  dilpmpiri
perilalu,

g ungparen dosae yieng lelah disabkan olch instansi berwenng:
o MPWE,

EAR X
PEMIMDAHAN ALAMAT KANTOR

Pazul 2%

Pemindehan  alamat  kantor  pusal atau Rasler  Cabuang Peruszhaan
Fembiayann wajib diloporkan kepuda Mentert selimmbal-limbalnya 15 (Hmn
belas) har sejak pelaksanaam pemindaban disertal dengan buku pengussaan
godung kanar,

L2}

(4)

LAl Xl
PELAPORARMN
Pagal 3
Peruszhaan Pembiayaan wajily menyampsikan kepada Menteri dengan
tembugan kepada Bank Endonesia:
. Laporan Beuangan Bulaning
b. Laporan Kegiatan Usaha Seimesleran;

c. Laporan Feuanoan Tahoman yang welah diaudit ofch Akuntan
Puklil.

Ketemuan lebih lanjut mengensi laporan sebogaimans  domaksuod

dalam aval (17 burel 2 dan b ditetapken olch Dirckiue Jenderal

Lembuga Keuangan,

Peruzahasn Pembiayaan wajil mengumumbkan neraed dan perhifengin
laha rugi singkat sckurang-kurangoya daliom 1 {satuy surat kabar hagian
yang mempunyal peredaran luas, selambat-lambatnya 4 {ompal] bulan
sciclah lehun buko berakhir,

Pepgumuiman nerca dan perhitungan laba rugh singkul sehaginimana
dimatsud dalam ayal (3] wajib dileporkan kepada Menteri sclimbal-
lambateva 10 (sepululi) hard setelah pelaksanaan pengumunin.

Pasal: ¥licecn
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Pazal 11

Laporan schapaimana dimaksod dalam Pasal 30 avar (10 ool a, wajib
disampaikan selambat-lambainye tnggal |G setiap bulan,

Laporan sebagaieana dimaksod dalnon Pasal 30 syl (L) horut b, wagib
dizumpaikan  selambai-lambatnya 1 (salu) buolan setelah periode
semester berakhir,

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayal (1) huraf e, wapib
dismmpaikan selambul-lambutnye 4 fempat) bufan seteluh whon buku
berakhir.

Laporan sebagamani dimaksud dalans ayal (1), aval (2], dan ayat {31,
witjib disampatkon secara lengkap dan booar,

Pasal 32

Laporsn sehagmimana alimaksod dalaom Pasal 30wy (1) disampeakan

kepada:

(L

(2)

(L

Mentert e Diveltoral Perboctkan dan Usiha Jase Pembiayviin dengin
alamal Gedung A lantai 7, Jalas D Wahidin Rayas Mamer 1, Jakarti

Pusar WTL;
Bank Iidonesia c.q. Dircktorat Statistik Ekonomi dan Moneler - Bagin

Stalistik Mancler, Jalan Bebon Sinh Momor 82 = 84, Jakaga 1490 1),

BaB Xl
PEMGAWASAN

TPazal 33

Pembinein dan pengawasen Perusabaan Pemnbiayaan dilskuken oleh
M enteri.

Pelaksanaan  pengawasan  Perusabaan  Pembizyaan  scbapaima
divksud  dalam ayat (1), difekekan oleh Deparleien Ko
dengan dibantu olel Bank Indonesia.

BAR XN
PEMNUABLITAN LAIN LJSAHA

Pasal 34

Pongabutan [zin Usaha Perusshaan Pembiayaan dilakukan clch
ndener,

(23 PeneabBubin, ...
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(Z) FPencabutan lzin Usaha scbagaimany dimaksud dalam ayat (1)
ilukukan dalam lial Perusahoun Pembiayaan:
&, bubar;
b dikenakan  sanksi schagaimamg  dimaksud  dalam Posal 41
Kepulusas ing;
o tidek lagh menjadi Perusahaan Pembiayaen;

d, melakukan Merpor alau Kenzolidasi,
Fusal 35

Peruszhaan Pembrayvaan bubisr karena:

i ReputuSzo apol o penegang saiuun atou rpel snegot;

h. jangka waktu berdirinys perusahaan yung ditetapkan dalom angesein
dasar berakhir;

&, PENspEn pengidiiang

. keputusan pemérintah.

Pasal 30

Calam hal Pemusghaan Pembivaan ibae Kirena keputesan sopal umam
premiegang saham, Hkudator wajid melzporkan hasil rapal untum pemegany
gaham kepada dMenteri sclambat-Tambatnya 10 (zcpuluh) hari sejak capat
uem pemesing seham dilaksanakan,

Paszal 37

Ketentuan  schapannana dimaksud dalam Pasul 26 heslako jrula g
Perusahaan Pembiayaen yang bobar karensa jangha waklo berdirinya sudal
berakhir.

Pasgal 38

{13 Dalon hal Peruzahaan Pembiayaan bubar berdasarkan peaclapsmn
pengadilan alno keputusan pemerintah, likaidator atau penyelosa
wajib melaporkan penctapan ati keputusan lerschel kepada Senien,

(2} Laporan schagaimana dimaksud dalam ayal (1) disampaikin sclimbal-
lumbatnya 30 {liga puleh) hari scjuk penclapan peneadilan atay
keputusan pemerintih dengan melampirkin:

i penctapin pengadilan dan keterangan yang menyatakan Dabive
penctapin pengedilan telah mempunyai Lekuaton hukom et
L

B, keputusan pemerimiab schagaimana dimaksud dalas aypa (.

Pamal - 39,00,
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Pasal 39

Peruzahaan Fembiayasn sebagaimana dimaksud dalam Poasal 34 aywl (2)
heruf ¢ wajib melaporkan kepada Menteri dengan melampirkan:

o, hasil capat wmum pemegang salam aloo capal anggata,

b. perubahan anggaran dagar vang lelah disahkan oleh instansi berwenang,

Pizsal 40

Berdasarkan laporun scbagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 27, Pasal
3%, dan Pasal 39, Menteri mencabut Izin Usaha.

Bag X1V
SAMICSI

Pagal 41

(1) Perusahasn Pembiayaan yang melangger Pasal 3 aval €1), Pasal 4,
Pasal 3, Pasal 0, Pasal &, Pasal 9, Pasal 13, Pasal 14, Fasal 15 aya (1),
Pasal 16, Fasal 19 aypat (13, Pasal 20 ayat (13, Pasal 23 ayal (Z), ava
(3), dan zyat (3), Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 31, dan Pasal 43
Keputusan ini dikenakan sanksi administeatil berupa pencabutan lzin
Ligzha.

{2} Pencabutzn lzin Usaba  scbagaimana dimaksud  dalam ayal (1)
dilakukan setelih:

e diberikan peringatan secara lertulis kepada yang Borssnghutn
sebanyak 3 (liga) kali berturet-turot dengan lenggiang wikiu
mtaging-masing [ (satu) bulang

b, dilakukan pembekuan kegiatan alau izin useha untuk jangks wakiu
& fenam) bulan sgjak tengpang wakte peringatan ketiga borakhir,

(31 Apabila sebelem berakbirnya masa pombekuan schagaiman dimuksi
dalam ayat (2} hure! b relah dilakukan perbaikan, nika Rogiatan atam

[zin Usaha diberdakukan kembali.

4] Apabila sempai dengan berakhirnya masa pembekuan ssbagaimang
dimaksod dalam ayat (2) huruf b tidak juga difakukan pesbaikan, Izin
Ulsalin dicnbut.

Pasal 42

]J-:I;u:ggdrﬂn terhadap keienturn Pasal 17, Pasal 18 aval (1], dan ayat (3,
Pasal 22 ayat (1), Pasal 23 ayat {7), Pasal 249 ayal {:':-}, Pasal 28 wyai (1),
Pasal 29, Pasal 30 ayat (3) dan ayal (4} Keputusan ini dikenakan skl
sedministratil herupa teguran sccara terulis,

BAB XV.....
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BAB XY
KRETEMNTLAN PERALIHAN

Pasal 42

Porusabasn Pembiayaan yang telah memperoleh fxin Usaba pada saa
dictapkannya Keputusan Menteri Keunngan ini don belwm memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan Pazal 16 ayal

{]]I

il.

Ly

{2)

walily menyesuatkan:

dircksi dun dewan komisaris atau pengurus dan pengawas selamibil-

Lenbalnya 1 (satu) tabun sejak  ditetapkannya Keputusan  Wenten

Festangan fmi; dan

pemegang sabam ating anggolisnya selombal-lunbatnya 3 (liga) ahon
sejak ditetapkannys Keputusan Menteri Eeuangan inj,

Mazal 44

Permohonan pembukaan Kanter Cabang yang Llelah diajukan kepada
Pdenteri sebelum Kepulmsan Menten Keuangan ing ditetapkan don
belum memperslch persclujuan belaku ketentoan dalwom Bepaiusan
Ienteri Keuangan ini.

Perusahiaan Pembiayaan yvang telah memperoleh izin aton pessetujuan
unluk  memboeka kantor perwakilon pada saal dikeluarkasnya
Keputnsan  ®enteri Eeuangan  ind dapat  menvesunikun kanlor
perwakilan menjadi Kantor Cabang dengan memenubi ketentuan Pasal
20 dalam Jangka wakiu selambat-lambatmes ©osat) tabon sejak
Berlakunyi Kepuiisan Menteri Kesenisan in,

Izin pembukaan kantor perwakilan yang Gdik discsustkan menjudi
Eanlor Cibang sebagaimana dimaksud dalum avar {2), dicabug don
dinyalakan fidak berlaks.

Permohonan  pembukaan Kanter perwakilan yang  welah dingokon
kepada Mentert schelum Reputugan bMentert Kewangan ing ditctapkin
dan belum memperaleh izin, dinyatiakan diolak.

Pasul 45

Padu swal Bepulusan Memes Keuangan ini mulai berlaku:

i1

Keputuzan Menteri Keuangan Nomor 00GEMEOTT 1925 (angaal
19 Descamber 1995 tentang Eelentnan Fisjaman  vanz  Diterima,
Penyerlaen dan Pelaporan Perusabaan Pembiayaan;

b Bepulusan ...,



MENTER KEUAMNGAN
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=20

[r. Kepuiusan Menteri Kewsngan Nomor GEFERMEOT295 amygal 21
Desember 1995 tentang penghentian Pemberian I=in Usaha Perusehaan
Pembiavaan,

dinyatakan lidik berlaku

Pazal 4G

Drengan ditctapkannya Keputusan Menteri Keuangan ini, Kepulusan Menler
Keuangan Memor |25 1/EME.0127 988 tangpal 20 Desember [93E lentang
Fetentyan dan Tata Caca Pelaksanaan Lembaga Pembizyvaun dan Kepotusan
Menlerl Bouamgan Momor JO5EMEL 0171995 mngeal 3 Okuobar 19935
tentang Perubahin Flepulusn henteri Feuimgan Momar
|25 WEREH 3988 faneeal 20 Descmbor 1588 wentang Ketentuan dan
Tatn Cara Pelaksmmaan Lombaga Pembiayaan Sebagaimana Teld Diuhah
Dengan Keputusen Menterl Keuangan Nomor [ 256/KMKE Q01989 loangeal
& h.npﬂml:.,_,r 1939 sepanjang mengatur tentong Perusahaan Pembiayoan
sebagaimani dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan ind, dinyatakio
tiink berlaku,

Pasal 47

Keputusan Menleri Kouangan Momor [TOWKMILODEISY] w@aend 17
Movernmber 1991 lentang Kepgiatan Scwe Guna Usaha (Leasing) yang tidak
bertentangan dengan Kepulusan Menteri Kevasgan in dinyatakan Lolap
beriaku.

Fazal 48

Kepuiusan Bersima Menten Kevangan dan Gubermur Bank - Inidoncsia

Nomar GOTRMEDITIY95  langgal 1Y [esember 1993 lentang
ZRMIEP/GE]

Polaksanaen FPengawassn Perusahaan Ponbiayasn oleh Bank lwdonesia

dinvatakan tetap berlakue,

Fasal 4%
Dalam hal ketemean scbagaimana dimaksud dalom Pagal 30 byl (2] belum
ditetapkan, berlaku ketentuan Surat Edaran Dircktoral Jenderal Lembaga
Kepangan Momor SE-108WLES1996 tnggal 27 Februari 1996 lenting
Petunjuk Pelaksanaan Felaporan dan Sanksi bagt Pecusahaan Pembiayaen,

Pasal 50

Keputusan Bentert Keuangan i tdak berlaku Bagi Perusahaan Modal
Wentura,

Pagal s oo s
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21
Pasal 51

Fogpatuzan denter Keuangan ini molai beelabw pada tanggal ditetapkan.

Apar sclisp orong mengelahuinye, memerintehkan pengumuman Kepuiusiin

Menteri Bevangan ini dengon mensmpalkannya dalom Berita MNogam
Republik [ndonesia,

Ditetapkan <5 Jakarta
pada lengeal 27 Oktober 0040

MENTERI EEUANGAN REPLIBLIE INDOMNESLA,
SALINAN seruai dengan aglinya

EEPAaLA RIED TIMIIM .
1551 A
KEFAL a:r'mthm| [, DEPARTEMEN
e N FRIJADI FRAPTOSUHARDIO

gt
f“;f_f’_:‘:ll—?
:.__1'(’:!.-!_& 20 1

254
-.Utlhlﬂlg}yr'i JSIEM, 500, MM
NI ORUS 107




. LAMPHRAN 1
T KEPUTUSAN MENTER] KEUANGAN
@ 2 TENTANG PERUSAHAAN PEMBIAYAAN
8 - MOMOR  : q48/KMK.017 /2000
L TAMGGAL 27 Chrober 2000

TR T | PR i

(TR R LA TR T e

PERMOHOMAN 121N USAHA

Kepedn Yl
Menter Kevangan BL :
¢.q. Dircktur Jenderal Lembags Keuangan

Geodung A Lantai 3
1. D Walndin Mo
Jukarta 19710,

Menunjuk  surat  Keputusan Menteri  Keuangan Ma.  oooen-tanggal o cdentang
s ivennany denzan i kaml ;

Mima EE..

Alamal

mengajukan penmehonan untuk mendapatkan izin usaha dalam bidang ..o Usiluk melenphkapt
permehonan dimaksud, bersami ini kami sampaikan dokumen-dokumen sehagal becikul @

I, Akta peodirian PT. o dermasuk anaparsn dasar yang iclnh disahkan eleh insfansi
barwening.
7. Dala calon pemegang sahan/angyota ®)
3. Data Dewan Komizaris dan Dincksi.
4 Susunan oiganisasi scrta sistem dan prosedur kerja, lormasis susunan personalia.
5. Fotpcopy bilyel deposite scbesur Bp o T - T R
sebagai setoran modal minimum yang dipersyaratkan.
6. Tukil kesiapan operasional, antara lain berupa ©
o daftar aktiva tetap dan inventaris;
b, bukti kepemilikan, penguasaan, atau pesfanjinn sewi-menyewl pedung kantor;
- contal formulir yang akan digunzkan untuk aperasional PT ..o
7 Momor Pokak Wajib Pajak (MPWP) dan Tanda Daflar terusahaan {TLE).
Demikian permohenan kami dan atas peshiatian Bapake / 1bu ") kami ucapkan terima kasib,
Dircksi
PLele
Tombusan :

Dircktur Perbankan dan Usaha Jasa Pembiayaan.
*) Caret yang tidak periu



LAMBPIRAM 1

REPUTUSAN MENTER] KEUANGAN
TENTARG PERUSAIAAN PEMBIAY AAN
WOMOR - S0 5HE. 017/ 2000
TANGGAL 1 27 Okcober 2000

MENTERI REVANGAN
REFUBLIK INDONESIA

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN USAIIA PT.......

Kepada Yth

tdenien Kevangan ILL

c.g. Direkiur Jenderal Lembapa Keuansan
Godung A Lantai 3
I D, Walidin Ma. |
Jakaria 10710,

Menunjus surdt Kepumusan Menleri Kewangan Moo ... tanggal cor e linlang
Pemberian [in Usaha PT. ... ..., desgas ini dilaporkan babwa kami elal memula

kegialan pembiaysan pada tanggal .
Sebagai kelengkapan dats, bersama ini kami sampaikan folo copy Perjiogian Pembiayaan.

Demikian laporan ini kami sampaikan dun atas perhatian Gapak / [bu, kami ucupkan
terim kasil.

Crireksi

Lembusan ;
Dizekiur Perbankan dan Usaha Jasa Pembizyaan.



LAMPIRAN 10
REPUTUSAN MENTER] KEUANGAN
TEMNTANG PERUSAHAAMN PEMEIAY AAN
MOMOR 448/ FHE.OLT /2000
TANGGAL : 27 Okcober 2000

MERMTERI KEUAMNGAN
REPLSLIK INDOHESLA

PEEMOHOMNAN [Z1N RONSOLIDASI

Bepada Yih

Menteri Eeuangan 1L L

.. Dircktor Jenderal Lembaga Beuanpan
Godung A Lantai 3
JI. Tor, Wahidin Mo, 1
Jakarta 10710

Dengan ini kami  mengajukan  permohonan  izin Kongolidasi antara  PT
B e L e e e e

Bebagal bahan pertimbanean dengan ini kami sumpaikan dokumen-dokumen sebagai
berikut

. Notulen Rapat Umum Pemegang Salim ¢ Rapal Anggota,
Akta Konsolidasi .

3. Bukti pelaporan kepada  Badan Fengnwis Pasar Modal  dan pengumuman kepada investgr,
bagi PT ............... yanp tercatat di pasar modal.

[ =

4. Buksi pengumueman mengenai fingkasan rancangan Konselidas:,
5. Stawus kantor pusal dan kantor cabang dzri Perusakazn Pembiayaan yang meleburkan diri,

Deinikian permohonan kami din atas peshatian Bapak { L, kami ucapkan terima kasth,

Dhreks:

Tembuszin :
[irektor Perbankan dan Usaba Tasa Pembiayvaan,



LAMPIRAN 1V

EEPUTUSAN MEMNTER] KEUANG AN
TENTAMCG PERUESAHAAN PEMELAY AAN
MNONOR T AGBSEME. QLT f 2000
TANGGAL : 27 Okrober 2000

MENTERI HEUANGAN
AEPUBLIK INDOHESIA

PERMOHONAN IZIN PEMBEUKAAN KANTOR CABANG PT.__.__ D ...

Kepads Yih

dlenter Kevangan RL

g, Direstur Jenderal Lembaga Fewangzan
Credung A Lanta 3
JI Dr. Wahidin Mo @
Jakarts 10710

Destgan ini kami mengajukan permobhomn izin pembuokaan Kantor Cabang dengan alamat
Bl di ket Lo sesu@l dengan rencani kerji tabunan B L labion

Sebagai bahan pertimbangan dengan ini kemi sampaikan dokumen-dokumen sebagai
herikut
. Rincian kualitas aktiva produktl dan eincian kewajiban 1 (sate) bulan sebelum tangeal sucat
el |'|]L}]'IL"I'Iill'I =

2. Bukti kesinpan operasionzl,

Ted

Rencana kerja Kantor Cabang sekurang-kurangnya selama 12 (dua belas) bulan, memual

a. Rencana kegiatin yang mencakup sumber pendanaan dan pembiayaan serta lungkah-
langkah kegiatan yang akan dilakukan dalam mewujudkan rencana dimaksud;

b, Bencanz kebuiuban pegawar,

¢. Proveksi arus kas bulanan yane dinmlal scjek Kantor Cabang melakukan kegistan
operasional serta proyeksi neraca dan peshitungan labifrugt.

4. Rencana Kerja Tohunan Perusahaan Pembiavain

Demikian permobonan kami dan atas perhatian Bapak / 1bu kami ucapkan terima kassh.
Direksi

Tembusan :
Direktur Perbankan dan Usaha Jasa Fembiayaan.



LAMPIFAMN W

REPLITUSAN MENTER] KEUANGAN
TENTANG FERUSANAAN PEMBIAYAAN
MWOMOR OGBS EMEL 017 2000
TARGGAL @ 27 Qktobor 2000

MENTEA BEUAMZAN
AEFUHLIE INEOMES S,

RINCIAN KUALITAS AKTIVA FRODUKTIF

Kompanen s Kolekribilitas Jumlal
Litnicas Diragukan hlacal

=

I. Penznaman Meto Scwa Guna Usaha
® Dengun Hak Opsi
g Jatul tempo dulam setabun
h. Fatuzh wempo lebib dart seiahyn
# Tanpa Hak Opst
a. Jath ternpo dalam setahin
b. Jatuh tempo lebih dari setaliun

2, Tagthan Anjak Fiulang

a Prutang Lagang

b. Wesel ! Promiss
1 1 Pintang Pembizyaan Konsumen
(i Jatuh tempo dalam setalion

B Jituh temape lehih dart seralan
4. PFembigyaan Lain *)

' 5. Surat-surat Berharpa ¥#)
a. Jatuh tempo dalam setahun
k. Jatuh tempo lebil dari setahun

Tumlah |

*) Pembiayaza dalam bentuk kariu kredit selama masa fransisi+
¥*} SB1, SBPU, promes, wesel, CPs, CDs, oblizasi, saham

RINCIAN KEWAJIBAN

—_—

Kompones | Jumlak

[. Pinjarman Dalam Neger
i Jatuh tempa dalam setahun
b, Jatuh tempo lebih dad sclabuon
. Pinjaman Luar Negeri
a Jarah rempo dalam setahon
B, Jatuh tesspo lebil dar setahoen
3. Obligast |
a. Jatul wempo dalam setahon |
. Jatuh tempo lehib dar setahon

=

Jumlah |




LAMBPIEAM W1

EEFUTLUSAN MENTER] KEUANGAN
TENTAMG PERUSAHAAN PEMBIAY AAN
MO OIL DR, 017 f2000
TARGOAL 27 Oktober 2000

MEMTERI HKEUAMGEAR
REFUBLIK IMDONESIA

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA KANTOR CABANG PT... DL,

Fepada *'th,

pdenien Feuangan BRI

c.g. Direktur Jenderal Lembaga Kevangan
Gedung A Lantai 3
11 De. Wahidin Ma. 1
Takorta 10710,

Berdasarkan sural izin pembukaan Kaotor Cabang FT, va e e dalam
Fepulusan  Menleri Keuangan  nomor . odangeal e, dengan i
dilaperkan bahwa Kantor Cabang kamidi oo telals melakukan kegiatan usali
sefak tangpal e

Sebagai kelengkapan dala, bersams ini kami lampitkan foto copy Pedanjian
Fembicvaan dimaksud.

Denikian laperan kami dan atas perhatian Bapak / I, kami ueapkan terimo kasib.

Direksi

Tembusan
Dieckiur Perbankan dan Usaha Jaza Pembiayaan.



LAMPIRAN ¥II

REPUTUSAN MEMTEEL KEUANGAN
TENTANG PERUSAIAAN PEMOIAYAAN
MOMOK ¢ SeBFEMELOLY 2000
TANGGAL - 27 Okcober 2000

HEMTERI KEUARNGAM
AEPUHLIK INOOMESLA

PERMOEHONAN IZIN PENUTUPAN KANTOR CABANG PT.......

Kepaids Yih

Mentesi Kevangan R.1.

g, Direkiur Jenderal Lembaga Keuangan
Gedunp A Lantai 3
. D, Wahidin Mo, 1
Jakarta 10710,

Diengan ini kami siengejukan permohonan iin penutupan kastor vang beralamar di
: s o ICTBHN LB . oo i eriresd vrs

sehagai bahan pertimbangan kami sampaikan langkah-langkal dan bukt penyelesiian
hak dan kowajiban perosaknnn

Demikian laporan kami dan alas perhatian Bapak ¢ W kami ucapkan terma kasih,

Direksi
A

Tembusan :
Direktur Perbankan dan Usaha Jaza Pembigyann.



LAMPIRAMN Wi

REPUTUSAN MENTERI REUANGARN
TEMTANG PERUSAMAAN PEMBIAY AAN
MOMOE, kB FHE 017 £ 2000
TANGGAL 27 Oktober 2000

CRILT
At

MENTERI KEUAMOGAN

AEPUGLIK IMDOMESIA

LAPORAN PINJAMAN SUBORDINASL

Repadia Yih,

ddenten Reuangan K0

.. Direktur Jenderal Lembaga Keanngin
Gedung A Lantai 3
N, D SWahidin Mol
Jakarna 0710

Sesual dengan Pagal 23 ayat (7), dengan ini Rami laporkan balwa PT. . . . . telaly
IMENECInL puaman suberdinasi masing-masing dari ©

LOPEL .. osebesar (.. %) senikad Rpoo. L. yang jatul lempo tangeal - . tahon
20 P sebesar L L) senilad Ry v Jatud lempe langeal | tahun . L

Sebapaikelonpghkapan data, bersama ini kami lampitkan foto copy perjaniian  pinjamin
subordinasi tersehut,

Dremikian laporan kami din atas perhatian Bapgaks/dbu kami ucapkan tenma kasih,

Direkss

Tembugan |
[Mrekior Pechankan dan Usaba Jasa Perbiayvaan.

¥y mata uang valas



LAMPIRAM IX

REPUTUSAN MEMTER KEUARGAN
TEM ARG PERUSAITAAMN PEMBIAYAAN
WOMOR S48 R 017 /2000
TAMNCGGAL 27 Okoober 2000

MEMTER! KELAMGEAN
REPLSLIE INDHNESIA

PERUBAILAN NAMA PERUSAHAAN PEMBIAY AAN

bepada el

Menteri Keuangan RL

¢.q. Direkiur Jenderal Lembaga Keuanpan
Cretlurig A Lantai 3
I D Wabidin el
Jakana 10710,

Dengan  ini dilsporkan  bahwa  sesusi dengan RUPS  tangeal ... .nama
PT...cncberubab menjady BT i

Perabakan nama tersebui telah mendapal persctujuan dani Menteri Kelakiman dan Hak Azasi
Manuzia dalam Kepetwsan s Mo ctanegall.

Subigal kelengkapan duts, bersama ink kami sampaikan

& notulen ra PRE UM pemegany saham )

L. pengesaban perabahan angearan dasar aleh Menten Kehakimaa dan ak Azasi Manusia
¢ MNPWP

Herkenaar denman hal terschut di atas kemi mohon kepada Bapak ( o uniuk
memberlakukan izin usaha PT. .o........ocokepada BT

Demikian permobonnn kami dan atas perhatian Bapakd/lba kami veapkan terima kasil,

Direksi

Tembugan |
Dirckiur Perbankan dan Uszha Jasa Poslnayaan.





